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PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 

NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG  

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 
PENGELOLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,  

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan dan lulusan pendidikan dan 
pelatihan bagi pengelola pendidikan dan pelatihan, 
perlu dibuat peraturan yang memberikan panduan 
dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
teknis pengelola pendidikan dan pelatihan;  

b. bahwa dalam Keputusan Kepala Lembaga 
Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2003 Tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
bagi Pengelola Pendidikan dan Pelatihan 
(Management Of Training /MOT) masih terdapat 
kekurangan dan belum dapat menampung 
perkembangan kebutuhan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan teknis pengelola pendidikan 
dan pelatihan sehingga perlu disempurnakan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan 
Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis Pengelola Pendidikan dan Pelatihan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4019);  

4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972, tentang 
Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;  

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 
2005;  

6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 52 Tahun 2005;  

7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 
Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri 
Sipil;  

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana 
telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 
2011;  
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9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi 
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;  

MEMUTUSKAN :  
Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN TEKNIS PENGELOLA PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN. 

Pasal 1  
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis 
Pengelola Pendidikan dan Pelatihan atau disebut Diklat Management of 
Training (MOT) yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana termuat 
dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  

Pasal 2  
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai acuan 
dalam penyelenggaraan program Diklat MOT oleh Lembaga Administrasi 
Negara dan/atau Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.  

Pasal 3  
Pada saat peraturan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Lembaga 
Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pendidikan dan 
Pelatihan (Diklat) bagi Pengelola Diklat (Management Of Training/MOT) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 4  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.  
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Maret 2013 
KEPALA 
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,  

  
AGUS DWIYANTO  

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 14 Maret 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,  

  
AMIR SYAMSUDIN  
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